WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR '/ TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

Mengingat:

a.

TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka kelancaran penerapan pemberian
tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan
besaran basic tambahan penghasilan pegawai negeri sipil
yang transparan dan akuntabel;

bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara di
lingkungan  pemerintah  Kota Banjarmasin  perlu
diperhatikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Penetapan Besaran Basic Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin



Menetapkan:
KESATU:

KEDUA:

KETIGA:

KEEMPAT:

KELIMA:

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

14.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

15.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2024
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang
diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

Besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan setiap
bulan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali
Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini
mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.

Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali
Kota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penetapan
Besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang
diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



KEENAM:

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal3 jonuari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

—A—

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BASIC TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

Besaran Basic Tambahan
No Kelas Jabatan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
(Rp)

1 15 17.415.945

2 14 13.258.502

3 13 11.899.647

4 12 9.514.960

5 11 7.356.253

6 10 6.398.811

T 9 5.566.252

8 8 4.473.815

9 7 3.944.546

10 6 3.427.764

11 5 2.858.651

12 4 1.694.258

13 3 1.399.888

14 2 1.157.852

15 1 915.815

WALI KOTA BANJARMASIN,

““‘Vﬂl‘“

IBNU SINA



